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KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara kepulauan, berbagai gugusan
pulau tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Secara demografis
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau.
Pijakan kepulauan inilah, menjadikan Indonesia kaya akan hasil
dari kelautan dan perikanan. Namun persoalan hasil laut,
seringkali terjadi tindakan kejahatan, termasuk pencurian ikan di
daerah terlarang dan bahkan pencurian ikan secara illegal.

Persoalan pencurian ikan secara illegal (illegal fishing) di
perairan Indonesia, sesungguhnya di perlukan berbagai langkah-
langkah kebijakan dari pemerintah untuk dapat mengatasinya.
Buku ini tentunya dapat menjawab kegelisahan atas permasalahan
illegal fishing di wilayah kepulauan. Buku ini terdiri dari beberapa
Pokok-pokok Bahasan, yakni BAB I. KONSEP KEBIJAKAN
PUBLIK (PUBLIC POLICY) menguraikan tentang Pengertian
Kebijakan (Policy) & Ruang Lingkup Kebijakan Publik, Teori
Pembuatan Keputusan, dan Masalah Publik.

Pada BAB II. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
menguraikan tentang Konsep Implementasi, Kebijakan-kebijakan
yang cenderung menghadapi Masalah dan Sistem Kebijakan
Publik. BAB III. PROBLEMATIKA ILLEGAL FISHING
menguraikan Masalah illegal fishing di Kepulauan dan Dasar
Hukum Penanganan illegal fishing. BAB IV. TINDAKAN
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN menguraikan
Pengertian illegal fishing, Potret Instansi Penegak illegal Fishing,
Pelaksanaan illegal Fishing di Maluku Utara, serta tindakan dan
penanganan illegal Fishing Di Maluku Utara.
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Buku ini bagian berkaitan dengan kebijakan dalam
penanganan illegal fishing di wilayah kepulauan. Olehnya itu,
karya buku ini mungkin masih jauh dari sempurna, saran dan
kritikan dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan
karya buku selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin.

Ternate, Januari 2024

Penulis
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BAB
KONSEP KEBIJAKAN

PUBLIK
(PUBLIC POLICY)

A. Pendahuluan

Istilah kebijakan atau kebijakan publik sudah sering kita
dengar melalui berbagai media massa (baik melalui surat kabar,
televisi, ataupun internet) maupun dalam pembicaraan sehari-
hari. Istilah tersebut sering dikaitkan dengan bidang tertentu
misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan
tenaga kerja, dan lainnya; atau dibicarakan ketika dikaitkan
suatu persoalan (masalah) yang terjadi dalam kehidupan kita,
misalnya kebijakan pembinaan pedagang kaki lima, kebijakan
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, kebijakan
pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

Seringkali, ketika ada suatu masalah dalam kehidupan
masyarakat, maka banyak yang mempertanyakan “bagaimana
kebijakan pemerintah untuk mengatasinya?” Masyarakat
sering mendiskusikan, mengkritisi, atau mempertanyakan
berbagai isu kebijakan seperti pendidikan mahal, krisis
ekonomi yang tidak kunjung habis, kualitas pelayanan publik
yang buruk, beras raskin yang tidak sampai sasaran. Bahkan
tanpa disadari, sering dipersoalkan dampak dari kebijakan itu
sendiri, misalnya kebijakan otonomi daerah menyebabkan isu-
isu kebijakan juga berkembang pada level lokal seperti



BAB IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN PUBLIK
(PUBLIC POLICY)

A. Konsep Implementasi
Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai
studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari
suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan
merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak
jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai
kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses
implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang
dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene
Bardach (1991:3) dalam Leo Agustino (2008:138) yaitu :
“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan
kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas.
Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan
slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi
telinga ~ para  pemimpin dan  pemilih  yang
mendengarkannya. Dan lebih sulit untuk melaksanakannya
dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk
mereka anggap klien”.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial
dalam proses kebijakan publik. Suatu program harus

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang
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BAB

A.

46

PROBLEMATIKA
ILLEGAL FISHING

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan
(archipelagic state) yang tingkat kejahatan transnasionalnya
relatif tinggi dikarenakan letak geografis Indonesia yang
strategis dan sistem pengawasan keamanan maritim yang
lemah membuat para pelaku kejahatan transnasional bisa
dengan sangat mudah keluar-masuk di perairan Indonesia.
Faktor inilah yang melatarbelakangi tingginya tingkat
transnational crime sehingga menjadi ancaman di perairan
Indonesia. Salah satu permasalahan keamanan maritim yang
menjadi ancaman bagi Indonesia adalah penangkapan ikan
secara ilegal (illegal fishing).

Letak Indonesia yang strategis dibawah garis
khatulistiwa, berada diantara dua benua dan dua samudera,
sehingga laut Indonesia dijadikan sebagai laboratorium laut
terlengkap.  Secara demografis Indonesia adalah negara
kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Panjang garis pantai
lebih ari 81.000 km, luas laut teritorial 5,8 juta km2
Konfigurasi  Pulau yang sedemikian banyak tersebut,
merupakan sebagian besar pulau-pulau kecil yang
diperkirakan lebih dari 10.000 buah (Andi Igbal, 2013:308).



BAB TINDAKAN ILLEGAL

FISHING DI WILAYAH
KEPULAUAN

A. Pengertian Illegal Fishing

Illegal Fishing merupakan istilah yang dipopulerkan oleh
para pakar hukum di indonesia yang kemudian menjadi istilah
populer di media masa dan dijadikan sebagai suatu kajian
hukum yang menarik bagi peneliti bahkan para aktivis.
Apabila dilihat secara terminologi Illegal Fishing dari
pengertiannya secara harfiah “Illegal” yang artinya tidak sah,
dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fishing” yaitu
penangkapan ikan sebagai mata pencarian atau tempat
penangkapan ikan (Febrica, 2017).

Adapun  pengertian lllegal  Fishing menurut
International Plan Of Action (IPOA) yang diartikan sebagai
IUU-Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing
merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara
tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada,
atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepala suatu institusi atau
lembaga pengelola perikanan yang telah 21 tersedia (Aris
Subagiyo, 2017:75).

Dari berbagai literatur mengenai Illegal fishing, dapat
dipahami Illegal fishing sebagai kegiatan perikanan yang tidak
sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan
yang ada, segala aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu
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